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Menimbang

Mengingat

GUBERIYUR SUMATERA UTARA,

: a. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2OOS

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi Sumatera
Utara, menyatakan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapt
menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas
Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Trrnjangan
Perumahan;

b. bahwa T\rnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah
dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2OL2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimqna dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Tuqiangan Perumahan BaSl Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OO8 tentang
Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8441;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralqrat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 123,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa3];

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan [,embaran Negara

Nomor 523a1;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7L2l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah:un 2ALl tentang

Pedoman Pen5rusunan APBD Tahun Anggaran 2AL2;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1O. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan

Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O1L tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2A12 (kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2OlL Nomor 5);



12. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2OLL tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2072;

MEMUTUSKAN:

MeNetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAICTAT

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Da-lam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum dapat

menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara diberikan Tlrnjangan

Perumahan.

Pasal 2

Tlrnjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,

diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

(1)Besarnya T\rnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2072

adalah sebagai berikut:

a. Wakil Ketua sebesar Rp. 14.500.000,- per bulan

b. Anggota sebesar Rp. 14.000.000,- per bulan

(2)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

(3)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipotong Pajak Penghasilan (PPH 15%).

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan

kepada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 pada

Kode Rekening 1.2O.O1.00.000.5. 1. 1.01. 17.



Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan

Gubernur Nomor 16 Tahun 2OLO tentang Tunjangan Perumahan

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Frovinsi Sumatera Utara dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 24 Januari 2Ol2

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 f, )anuari ?Pta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

/1,^/ Pt
NURDIN LUBIS

BEzuTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OT2 NOMOR {


